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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 TARGET SETAHUN

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET

SATUAN TOTAL

1 2 3 4

1
Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Akuntabilitas 
Keuangan Negara/Daerah

1.1
Nilai optimalisasi penerimaan 
daerah yang terealisasi

Rupiah (Juta) 743,00

    1.2
Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara 
dan Daerah

Rupiah (Juta) 290.478,00

    1.3
Nilai penyelamatan keuangan 
negara dan daerah

Rupiah (Juta) 27.000,00

2
Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Pembangunan 
Nasional

2.1
Persentase Hambatan Pelaksanaan 
Pembangunan yang Diselesaikan

(%) Persen 85,00

    2.2
Jumlah kegiatan pembangunan 
prioritas daerah yang diawasi

Kegiatan 
Prioritas 
Daerah

2,00

    2.3
Persentasi rekomendasi strategis 
yang ditindaklanjuti

(%) Persen 80,00

3
Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Badan Usaha

3.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat BUMD 11,00

    3.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat BLUD 2,00

    3.3
Jumlah BUMDes yang mampu 
menyusun laporan

BUMDes 38,00

    3.4
Jumlah BUMDes yang memberikan 
kontribusi pada perekonomian desa

BUMDes 3,00

4
Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Efektivitas 
Pengendalian Korupsi

4.1
Persentase hasil pengawasan 
represif yang dimanfaatkan/ 
ditindaklanjuti

(%) Persen 100,00

    4.2
Persentase hasil pengawasan 
preventif dan edukatif yang 
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

(%) Persen 80,00

    4.3
Jumlah Pemda dengan Efektivitas 
Pengendalian Korupsi Baik

Pemda 2,00

    4.4
Jumlah Pemda menindak lanjuti 
Area Of Improvement dari hasil 
pengukuran EPK

Pemda 1,00

5
Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Kualitas 
Pengendalian Intern K/L/P/BU

5.1
Jumlah APIP Provinsi dengan 
Kapabilitas APIP>= Level 3

Provinsi 1,00

    5.2
Jumlah APIP Kabupaten/Kota 
dengan Kapabilitas APIP >= Level 3

Pemkab/Kota 7,00

    5.3
Jumlah Provinsi dengan Maturitas 
SPIP >= Level 3

Provinsi 1,00

    5.4
Jumlah Kabupaten/Kota dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3

Pemkab/Kota 12,00

    5.5
Jumlah Kabupaten/Kota dengan 
MRI >= Level 3

Pemkab/Kota 3,00

    5.6
Persentase Jumlah Pemda yang 
Akuntabel dalam Pengelolaan 
Keuangan dan Kinerja Daerah

Pemda 4,00

    5.7
Jumlah Desa yang pengelolaan 
keuangannya akuntabel

Desa 20,00

    5.8
Jumlah Desa yang menerapkan 
pengelolaan aset desa secara 
memadai

Desa 20,00

    5.9
Jumlah BUMD dengan MRI >= 
Level 3

BUMD 1,00



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET

SATUAN TOTAL

1 2 3 4

    5.10
Jumlah BLU/D dengan MRI >= 
Level 3

BLU/D 2,00

6
Meningkatnya Tata Kelola Unit 
Kerja

6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
Skor Skala 

100
75,00

    6.2 Nilai SAKIP Unit Kerja
Skor Skala 

100
82,00

    6.3
Persentase Efektivitas 
Pengendalian Intern Unit Kerja 
(SPIP Unit Kerja)

(%) Persen 70,00

    6.4
Persentase Penyelesaian RTP (MRI 
Unit Kerja)

(%) Persen 100,00

    6.5
Indeks Kualitas Layanan Eksternal 
Unit Kerja

Indeks Skala 
10

75,00

    6.6 Skor IKPA Unit Kerja
Indeks Skala 

100
95,00

    6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
Indeks Skala 

100
80,00



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 TARGET TRIWULAN 

SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN
TARGET

SATUAN TW1 TW2 TW3 TW4 TOTAL

1 2 3 4

1

Meningkatnya 
Pengawasan 
Pembangunan 
atas Akuntabilitas 
Keuangan 
Negara/Daerah

1.1

Nilai optimalisasi 
penerimaan 
daerah yang 
terealisasi

Rupiah (Juta) 0,00 0,00 0,00 743,00 743,00

    1.2

Nilai Efisiensi 
Pengeluaran 
Negara dan 
Daerah

Rupiah (Juta) 0,00 0,00 0,00
290.478,

00
290.478,

00

    1.3

Nilai 
penyelamatan 
keuangan negara 
dan daerah

Rupiah (Juta) 0,00 0,00 0,00
27.000,0

0
27.000,0

0

2

Meningkatnya 
Pengawasan 
Pembangunan 
atas 
Pembangunan 
Nasional

2.1

Persentase 
Hambatan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
yang Diselesaikan

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00

    2.2

Jumlah kegiatan 
pembangunan 
prioritas daerah 
yang diawasi

Kegiatan 
Prioritas 
Daerah

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

    2.3

Persentasi 
rekomendasi 
strategis yang 
ditindaklanjuti

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00

3

Meningkatnya 
Pengawasan 
Pembangunan 
atas Badan Usaha

3.1
Jumlah BUMD 
dengan kinerja 
sehat

BUMD 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00

    3.2
Jumlah BLUD 
dengan kinerja 
sehat

BLUD 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

    3.3
Jumlah BUMDes 
yang mampu 
menyusun laporan

BUMDes 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00

    3.4

Jumlah BUMDes 
yang memberikan 
kontribusi pada 
perekonomian 
desa

BUMDes 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

4

Meningkatnya 
Pengawasan 
Pembangunan 
atas Efektivitas 
Pengendalian 
Korupsi

4.1

Persentase hasil 
pengawasan 
represif yang 
dimanfaatkan/ 
ditindaklanjuti

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

    4.2

Persentase hasil 
pengawasan 
preventif dan 
edukatif yang 
dimanfaatkan/ 
ditindaklanjuti

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00



SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN
TARGET

SATUAN TW1 TW2 TW3 TW4 TOTAL

1 2 3 4

    4.3

Jumlah Pemda 
dengan Efektivitas 
Pengendalian 
Korupsi Baik

Pemda 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

    4.4

Jumlah Pemda 
menindak lanjuti 
Area Of 
Improvement dari 
hasil pengukuran 
EPK

Pemda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

5

Meningkatnya 
Pengawasan 
Pembangunan 
atas Kualitas 
Pengendalian 
Intern K/L/P/BU

5.1

Jumlah APIP 
Provinsi dengan 
Kapabilitas 
APIP>= Level 3

Provinsi 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

    5.2

Jumlah APIP 
Kabupaten/Kota 
dengan 
Kapabilitas APIP 
>= Level 3

Pemkab/Kota 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00

    5.3
Jumlah Provinsi 
dengan Maturitas 
SPIP >= Level 3

Provinsi 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

    5.4

Jumlah 
Kabupaten/Kota 
dengan Maturitas 
SPIP >= Level 3

Pemkab/Kota 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00

    5.5

Jumlah 
Kabupaten/Kota 
dengan MRI >= 
Level 3

Pemkab/Kota 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00

    5.6

Persentase 
Jumlah Pemda 
yang Akuntabel 
dalam 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Kinerja Daerah

Pemda 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

    5.7

Jumlah Desa 
yang pengelolaan 
keuangannya 
akuntabel

Desa 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

    5.8

Jumlah Desa 
yang menerapkan 
pengelolaan aset 
desa secara 
memadai

Desa 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

    5.9
Jumlah BUMD 
dengan MRI >= 
Level 3

BUMD 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

    5.10
Jumlah BLU/D 
dengan MRI >= 
Level 3

BLU/D 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

6
Meningkatnya 
Tata Kelola Unit 
Kerja

6.1
Nilai Skor Zona 
Integritas Unit 
Kerja

Skor Skala 
100

0,00 0,00 0,00 75,00 75,00

    6.2
Nilai SAKIP Unit 
Kerja

Skor Skala 
100

0,00 0,00 0,00 82,00 82,00



SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN
TARGET

SATUAN TW1 TW2 TW3 TW4 TOTAL

1 2 3 4

    6.3

Persentase 
Efektivitas 
Pengendalian 
Intern Unit Kerja 
(SPIP Unit Kerja)

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00

    6.4

Persentase 
Penyelesaian 
RTP (MRI Unit 
Kerja)

(%) Persen 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

    6.5

Indeks Kualitas 
Layanan 
Eksternal Unit 
Kerja

Indeks Skala 
10

0,00 0,00 0,00 75,00 75,00

    6.6
Skor IKPA Unit 
Kerja

Indeks Skala 
100

0,00 0,00 0,00 95,00 95,00

    6.7
Nilai Pengelolaan 
BMN Unit Kerja

Indeks Skala 
100

0,00 0,00 0,00 80,00 80,00

Kegiatan Anggaran

1. Pengawasan Pembangunan Rp 4.964.392.000,00

2. Dukungan Manajemen Internal Rp 20.228.162.000,00 

Jumlah Rp 25.192.554.000,00 


